KEPALA DESA KRED
KECAMATAN KEJAJAR KADUPATEN WONDSORO

PERATURAN DESA KREO
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGOGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KREO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KREO,

Menimbang : a  bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat
Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

£, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 yvang dimaksud dalam huruf b telah
berubah dan termuat dalam Peraturan Desa Kreo
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tehun Anggaran 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungiawaban
Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APB
Desa) Tahun Anggaran 2024

Mengingat L Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara
Republik  Indonesin  Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6398),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa | Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa ( Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemeriniah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Angparan
Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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11.

12.

13.

13,

14,

15,

16.

17.

18,

Nomor 5558) sebagnimana telah diubah beberapa kali
ierakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 20016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintinh Nomor 60 Takun 2004 tentang Dana Desa
Yang Hersumber Dari Anggaran  Pendapatan  dan
Helanjn Negara (Lembaman Negara Republik Indonesia
Tahiin 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56094);

Peraturan Pemerintinh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerab  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 6322);
Peraturman Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Tranafer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesin  Tahun 2023 HNomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor GBE3];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 2091];
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor 61 1);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
868),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
331);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Dana Desa ([Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomer 1051);
Peraturan Menterd Keuangan Nomor 108 Tahun 2024
Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah MNomor 13 Tahun 2013
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19,

20.

21.

22,

23.

24,

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506},
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor |
Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
MNomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
Nomor 64);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
Nomor 74);
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25, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016
tentang Pedoman  Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);

26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

27.  Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);

28.  Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023
Nomor 39);

29, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 07 Tahun 2024
tentang Setandar Satuan Harga dan standar biaya
umum Pemerintah Tahun Anggaran 20235 (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 8);

30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 99 Tahun 2022 Penetapan Besaran
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala
Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Tunjangan
badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28 |;

31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);

32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2024 Nomor 40);

33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024
tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah HKabupaten
Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);

34, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2024
tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);

35. Peraturan Desa Kreo Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Kreo Tahun 2016 Nomor 2);

36. Peraturan Desa Kreo Nomor 07 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
Kreo (Lembaran Desa Kreo Tahun 2020 Nomeor 07);

37.  Peraturan Desa Kreo Nomor 03 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Perubahan (RPJMDes perubahan ) Tahun 2023 - 2030
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{(Lembaran Desa Kreo Tahun 2024 Nomor 03);

a8, Peraturan Desa Kreo Nomor 04 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kreo | RKPDes )
tahun 2025, (Lembaran Desa Kreo Tahun 2024
Nomor 04),

39.  Peraturan Desa Kreo Nomor 05 Tahun 2024 tentang
Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2025 [(Lembaran
Desa Kreo Tahun 2024 Nomor 5),

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PEREMUSYAWARATAN DESA KREQ
dan
KEPALA DESA KREO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KREO  TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Kreo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

ANGGARAN REALISASI
1. Pendapatan Desa Rp 2.019.461.000,00 2.020.876.563,00
2. Belanja Desa Rp 2.028.451.362,00 1.907.460.835,00
Surpuls/Defisit Rp (8.990.362,00) 113.415.728,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 28.990.362,00 28.990.362,00
Pembiayaan
b. Pengeluaran Rp 20.000.000,00 20.000.000,00
Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 8.990.362,00 8.990.362,00
SILFPA Rp 0,00 122.406.090,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
2. Catatan atas Laporan Keuangan,
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b. Laporan Realisasi Kegintan;
c. Daftar Propram Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang

masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tangeal divndangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Kreo .

Ditetapkan di : Kreo
Pada tanggal : 02 Januan 2025

- e

Diundangkan di ; Kreo
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Sekretaria Desa

—

AHSIN
LEMBARAN DESA KREQ NOMOR 01 TAHUN 2025
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